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	Abstract 

	Keywords:
Disputes, 
Gold Installments, Sharia Pawnshops.
	
	The problem that arises in the settlement of gold installment disputes is due to the increasing number of customers who default on payments as a result of unstable economic conditions, thereby creating the potential for disputes between the institution and its customers. This study aims to analyze the mechanism for resolving gold installment disputes due to customers' inability to pay installments at the Pamekasan Branch of Pegadaian Syariah and to examine its conformity with the principles of Islamic economic law. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation of the pawnshop and customers involved in gold installment financing cases. The results show that dispute resolution at the Pamekasan Branch of Pegadaian Syariah is carried out through deliberation and financing restructuring, rather than through litigation. This conflict resolution is implemented in three phases: (1) a deliberative approach based on ishlah, (2) reconfiguration of the financing scheme, and (3) arbitration through BASYARNAS. Empirical evidence shows that 83% of total cases were successfully resolved through deliberative mechanisms without involving formal litigation processes. The consumer satisfaction index reached 78%, indicating the effectiveness of a resolution strategy that prioritizes humanistic dimensions based on sharia values. This study recommends two main strategies: first, intensifying sharia financial literacy education programs; second, establishing a special consultative unit that functions as a preventive instrument against potential ongoing conflicts in the future.

	
	
	

	
	
	
Abstrak 

	Kata kunci: 
Sengketa, 
Cicilan Emas, Pegadaian Syariah.
	
	Masalah yang mencul pada penyelesaian sengketa cicilan emas yaitu karena meningkatnya jumlah nasabah yang mengalami gagal bayar akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga menimbulkan potensi sengketa antara pihak lembaga dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa cicilan emas akibat ketidakmampuan pembayaran angsuran nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pihak pegadaian serta nasabah yang terlibat dalam kasus pembiayaan cicilan emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan, bukan melalui proses litigasi serta resolusi konflik ini diimplementasikan melalui tiga fase: (1) pendekatan deliberatif berbasis ishlah, (2) rekonfigurasi skema pembiayaan, dan (3) arbitrase melalui BASYARNAS. Evidensi empiris memperlihatkan bahwa 83% dari total kasus berhasil dituntaskan melalui mekanisme deliberasi tanpa melibatkan proses litigasi formal. Indeks kepuasan konsumen mencapai angka 78%, yang mengindikasikan efektivitas strategi penyelesaian yang mengedepankan dimensi humanistik berbasis nilai-nilai syariah. Studi ini merekomendasikan dua strategi utama: pertama, intensifikasi program edukasi literasi keuangan syariah; kedua, establishment unit konsultatif khusus yang berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap potensi konflik berkelanjutan di masa mendatang.
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PENDAHULUAN
Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam dua decade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya hadir sebagai alternative system keuangan konvensional, tetapi juga sebagai instrument ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial(Munayya 2025). Salah satu lembaga keuangan yang berperan besar dalam memperluas akses pembiayaan syariah di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah Pegadaian Syariah. Lembaga ini menawarkan berbagai produk berbasis akad rahn (gadai) dan murabahah (jual beli) yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa harus terjerat praktik riba(Mubarok, 2023). Salah satu produk yang paling popular adalah cicilan emas atau pembiayaan emas secara angsuran, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi(Rahmah et al., 2024). Namun demikian, dibalik kebermanfaatannya, praktik cicilan emas kerap menghadapi persoalan kompleks, terutama ketika nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang kemudian memunculkan sengketa antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah.
Memang salah satu barang pinjaman yang populer dan dapat digunakan untuk gadai adalah emas. Gadai emas disini merupakan keuntungan yang didapat lebih dominan dibanding barang jaminan lainnya. Sistem jaminannya dilakukan dengan persyaratan barang bisa kembali kepada nasabah apabila sudah melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati.(Mubarok, 2023) Investasi dengan emas di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang meningkat, karena itu banyak masyarakat yang memilih menggunakan barang jaminan dengan emas dibandingkan barang lain.(Santoso & Mahanani, 2022) Namun dalam pegadaian syariah juga mempunyai peranan yang besar dalam pengawasan serta pemeliharaan barang, sehingga barang yang dijadikan jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai debitur (nasabah) yang telah menggadaikan barangnya, Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi pegadai syariah tersebut. Dan mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka pegadai pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.(Sohibi, 2023)
Fenomena ketidakmampuan nasabah dalam melunasi angsuran cicilan emas menjadi permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perdata, tetapi juga menyangkut penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian konflik keuangan(Dede Hertina, 2024). Ketika nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran, timbul persoalan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkaitan dengan emas menjadi objek transaksi yang dapat dialihkan, dijual, atau ditahan oleh pihak pegadaian, serta mekanisme penyelesaian agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Sistem syariah dengan penyelesaian sengketa semacam ini harus dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah (syura), keadilan (‘adl), dan kemaslahatan (maslahah) agar tidak merugikan salah satu pihak(Safitri et al., 2021). Hal ini menjadi semakin penting ketika lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan beroperasi di wilayah dengan karakter masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan spiritual dalam transaksi ekonomi. 
Berdasarkan hukum Islam, permasalahan utang-piutang dan transaksi berbasis pembiayaan telah diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan dan penindasan terhadap pihak yang lemah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang harus memiliki sikap empati terhadap kondisi orang yang berutang, terutama ketika seseorang tersebut benar-benar tidak mampu membayar. Hal ini tercermin dalam sebuah hadist(Nuraufan Ashira, Mohammad Alwan, 2025): 
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
“Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan-Nya pada hari tiada naungan selain naungan-Nya.” (HR. Muslim)
Hadist di atas memberikan pesan moral yang kuat bahwa pihak pemberi pinjaman atau lembaga keuangan tidak boleh menekan atau memperberat kondisi pihak yang benar-benar tidak mampu membayar, melainkan harus memberikan penangguhan, restrukturisasi, atau bahkan keringanan pembayaran sebagai bentuk kepedulian sosial sehingga dalam konteks Pegadaian Syariah, hadist ini menjadi dasar etis untuk menerapkan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan rahmah (kasih sayang) dalam menangani nasabah yang menghadapi kesulitan ekonomi. Pendekatan humanis yang diterapkan oleh lembaga keuangan tidak hanya menjaga kepercayaan nasabah, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya(Saleh, 2022). Di sisi lain, Islam juga menekankan bahwa setiap individu yang berutang wajib memiliki kesadaran moral untuk melunasi kewajibannya sesuai kemampuan(Hariss, 2020).
Pentingnya tanggung jawab dan itikad baik dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena kelalaian atau penghindaran terhadap utang dapat berimplikasi pada rusaknya kepercayaan sosial dan stabilitas ekonomi umat(Bungkes & Anggriawan, 2023). Meskipun nasabah mengalami nasabah kesulitan, nasabah tetap berkewajiban untuk menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam menyelesaikan angsuran, baik melalui penjadwalan ulang pembayaran, kerja sama dalam penyelesaian sengketa, maupun langkah-langkah musyawarah yang disepakati bersama(Bahari 2022). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa cicilan emas bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan implementasi etika bisnis Islam dalam kehidupan nyata(Putra & Wati, 2023). 
[image: ]
Gambar 1. Estimasi Pinjaman Emas Pegadaian Syariah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024
(Sumber: Data Diolah dari Laporan dan Publikasi Pegadaian Syariah Tahun 2020-2024)
Berdasarkan grafik estimasi pinjaman emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan pembiayaan emas syariah di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, nilai pinjaman emas diperkirakan sebesar 200 miliar rupiah, kemudian meningkat dua kali lipat menjadi 400 miliar rupiah pada tahun 2021, dan kembali melonjak hingga 800 miliar rupiah pada tahun 2022. Peningkatan tajam ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk cicil emas syariah sebagai salah satu bentuk investasi aman yang sesuai prinsip syariah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi. Puncak pertumbuhan terjadi pada 2023, yakni outstanding loan Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Madura, khususnya dalam memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis akad murabahah dan rahn emas. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan estimative menjadi 1,1 triliun rupiah yang mengindikasikan adanya proses penyesuaian pasar, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga emas global, perubahan kebijakan margin pembiayaan, maupun kemampuan bayar nasabah yang mulai menurun pasca lonjakan aktivitas pembiayaan tahun sebelumnya. Pola fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pegadaian Syariah berhasil memperluas portofolio pembiayaan emasnya secara progresif, tantangan dalam menjaga stabilitas kualitas pembiayaan dan mengelola risiko ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran tetap menjadi perhatian penting. Dengan demikian, data grafik ini menjadi landasan empiris yang relevan untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa cicil emas akibat ketidakmampuan pembayaran angsuran nasabah, khususnya di wilayah Pamekasan yang secara sosiokultural memiliki karakter masyarakat religius dan berorientasi pada kepercayaan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.
Fenomena sengketa akibat ketidakmampuan pembayaran angsuran cicilan emas juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pamekasan, Madura. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, diketahui bahwa kasus keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran angsuran cukup sering terjadi, terutama setelah masa pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga emas yang signifikan. Banyak nasabah yang awalnya mampu mencicil dengan lancar, kemudian mengalami kesulitan karena perubahan kondisi ekonomi keluarga, peningkatan kebutuhan hidup, atau penurunan penghasilan. Beberapa kasus bahkan berujung pada penarikan barang jaminan atau penjualan kembali emas oleh pihak pegadaian untuk menutupi sisa kewajiban. Di sisi lain, pihak lembaga mengaku telah berupaya melakukan pendekatan persuasif melalui restrukturisasi, musyawarah, dan kebijakan keringanan, namun belum seluruh nasabah merasa bahwa penyelesaian tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kelonggaran sebagaimana diatur dalam syariat(Purba et al., 2023). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori pelaksanaan akad syariah dan realitas praktiknya di lapangan.
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa alasan penting: pertama, meskipun produk cicilan emas di Pegadaian Syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat (misalnya 161 % YoY pencapaian 5 triliun rupiah pada Q1 2025) namun belum ada kajian mendalam yang menyoroti bagaimana lembaga menangani sengketa ketika nasabah tidak mampu melanjutkan angsuran, khususnya di tingkat cabang seperti Pamekasan. Kedua, sementara nilai pembiayaan meningkat, risiko wanprestasi dan potensi kerugian nasabah maupun lembaga semakin besarlah, dan mengenai mekanisme penyelesaian (restrukturisasi, musyawarah, penjualan jaminan) efektif atau tidak dalam menjaga keadilan syariah perlu diteliti. Ketiga, dari perspektif keislaman, terdapat kebutuhan untuk melihat apakah prinsip-adil, ta’awun, dan maslahah benar-benar diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa, bukan hanya sebagai slogan. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan agar memperkuat kebijakan internal, edukasi nasabah, dan desain mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berorientasi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis, sehingga nilai akademis dan manfaat sosialnya cukup signifikan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, karena tujuan utama dari penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan fakta empiris di lapangan, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa cicil emas dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan terhadap nasabah yang mengalami ketidakmampuan pembayaran angsuran(Yin, 2012). Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan dengan perilaku manusia, sistem sosial-ekonomi, serta penerapan nilai-nilai syariah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna di balik tindakan, keputusan, dan kebijakan lembaga dalam menangani kasus gagal bayar secara kontekstual dan komprehensif. Jenis penelitian deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk menelaah fakta yang terjadi di lapangan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum ekonomi Islam serta teori penyelesaian sengketa dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana prinsip keadilan (‘adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab moral (amanah) diimplementasikan dalam praktik operasional Pegadaian Syariah saat menghadapi nasabah bermasalah. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk menelusuri hubungan antara kebijakan lembaga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pemahaman religius nasabah terhadap kewajiban pembayaran cicilan dalam kerangka hukum Islam.
	Subjek penelitian ini terdiri atas pegawai dan manajemen Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, terutama bagian pembiayaan, penanganan risiko, dan penyelesaian kredit bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), serta nasabah yang mengalami kesulitan dalam pelunasan cicilan emas. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dari pihak lembaga, informan utama meliputi kepala cabang, staf administrasi pembiayaan, serta petugas lapangan yang menangani proses penagihan dan mediasi dengan nasabah. Sementara itu, dari pihak nasabah, dipilih tiga hingga lima orang yang memiliki pengalaman langsung mengalami penundaan atau gagal bayar cicilan emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur agar informan dapat mengemukakan pandangannya secara bebas namun tetap dalam batas topik penelitian(Creswell & Poth, 2016). Selain itu, observasi langsung dilakukan di lingkungan kerja Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan untuk mencatat pola komunikasi antara pegawai dan nasabah, situasi proses pelayanan, serta bentuk penyelesaian yang diupayakan oleh lembaga ketika nasabah menunggak angsuran. Dokumentasi juga menjadi teknik penting dalam penelitian ini, yaitu dengan menelaah arsip administrasi pembiayaan, laporan keuangan cabang, pedoman operasional Pegadaian Syariah (POS), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data statistik perkembangan cicil emas di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2020 hingga 2024.
	Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama(Miles & Huberman, 2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
	Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan untuk menemukan tema-tema utama, seperti faktor penyebab gagal bayar, bentuk kebijakan penyelesaian sengketa, serta implementasi prinsip keadilan syariah dalam praktik mediasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan peta hubungan antar konsep untuk memudahkan peneliti memahami pola dan keterkaitan antara variabel sosial, ekonomi, dan religius. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan merumuskan interpretasi dan temuan utama secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak Pegadaian dan nasabah, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dan observasi, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep fiqh muamalah, akad rahn, serta teori penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam.Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, Jawa Timur, dengan waktu penelitian selama kurang lebih tiga bulan, mencakup tahap observasi pendahuluan, pengumpulan data, dan analisis hasil. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pamekasan merupakan salah satu wilayah di Madura yang memiliki tingkat pertumbuhan pembiayaan emas syariah yang pesat, namun juga menghadapi sejumlah kendala dalam hal ketepatan pembayaran cicilan oleh nasabah. Data statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nilai pinjaman emas mencapai 1,3 triliun rupiah, tetapi juga diikuti oleh peningkatan rasio nasabah dengan kemampuan bayar rendah. Kondisi tersebut menjadi dasar rasional penelitian ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana Pegadaian Syariah merespons situasi gagal bayar melalui pendekatan mediasi, restrukturisasi, atau penyitaan agunan yang tetap menjunjung prinsip syariah dan keadilan sosial. Melalui etode penelitian yang sistematis dan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifdzul maal) dan keadilan dalam transaksi keuangan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bentuk dan Faktor Penyebab Ketidakmampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ketidakmampuan nasabah dalam melunasi cicilan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data internal yang diperoleh dari laporan pembiayaan periode 2020–2024, rata-rata peningkatan jumlah nasabah cicil emas mencapai 8,5% per tahun, sementara tingkat nasabah yang menunggak lebih dari tiga bulan berkisar antara 5,4% hingga 7,6%. Faktor utama penyebab keterlambatan dan gagal bayar diidentifikasi dalam tiga kategori besar, yaitu (1) faktor ekonomi, (2) faktor edukasi dan literasi keuangan syariah yang rendah, serta (3) faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku konsumtif masyarakat terhadap kepemilikan emas. Secara rinci, tabel berikut memperlihatkan data statistik keterlambatan cicilan selama lima tahun terakhir:
     Tabel 1.Data Statistik Keterlambatan Cicilan dalam 5 Tahun Terakhir
	Tahun
	Total Nasabah Cicil Emas
	Nasabah Menunggak
	Persentase 

	2020
	1.024
	56
	5,4

	2021
	1.137
	72
	6,3

	2022
	1.268
	94
	7,4

	2023
	1.421
	108
	7,6

	2024
	1.512
	112
	7,3



	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa peningkatan kasus gagal bayar tidak lepas dari dampak penurunan daya beli masyarakat pasca-pandemi serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami tunggakan lebih dari tiga bulan:
“Waktu awal ambil cicilan emas, saya kira ringan. Tapi setelah usaha saya sepi karena harga bahan pokok naik, saya mulai kesulitan setor. Saya tidak tahu kalau ada program keringanan, jadi saya hanya diam sampai pegadaian menagih.” (Interview excerpt, NA1-2025)
	Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam akad cicil emas. Kurangnya sosialisasi mengenai restrukturisasi pembayaran berbasis syariah (takhfif) juga menjadi penyebab utama ketidaktahuan nasabah terhadap opsi penyelesaian yang tersedia. Dari hasil observasi, sosialisasi Pegadaian Syariah Pamekasan lebih difokuskan pada promosi produk dan target penjualan, sedangkan edukasi mengenai risiko pembiayaan dan manajemen cicilan belum berjalan optimal. Analisis ini memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah masih perlu memperkuat aspek literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya tertarik pada keuntungan investasi emas, tetapi juga memahami konsekuensi akad murabahah yang mengikat secara hukum dan moral.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Cicil Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan
	Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mekanisme penyelesaian sengketa cicilan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu (1) pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, (2) restrukturisasi atau penjadwalan ulang angsuran, dan (3) langkah hukum syariah melalui BASYARNAS apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan. Pendekatan utama yang digunakan adalah ishlah (perdamaian) dengan prinsip kasih sayang dan kelapangan hati sebagaimana diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW:
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى
“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap lapang ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang.” (HR. Bukhari No. 2076)
	Hadis tersebut menjadi landasan moral bagi pegawai Pegadaian Syariah dalam menegakkan prinsip keadilan dan empati saat berhadapan dengan nasabah yang mengalami kesulitan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan, diketahui bahwa lembaga ini menekankan penyelesaian non-litigasi sebagai berikut:
“Kami tidak ingin langsung mengambil tindakan hukum. Sebisa mungkin kami lakukan mediasi dan restrukturisasi agar nasabah tidak terbebani. Kalau dia menunjukkan itikad baik, kami bantu dengan perpanjangan tenor atau pengurangan margin.” (Interview excerpt, KACAB1-2025)
	Adapun data penyelesaian sengketa lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa jalur musyawarah mendominasi:
Tabel2.Data Penyelesaian Sengketa dalam 5 Tahun Terakhir
	Tahun
	Jumlah Sengketa Kasus
	Diselesaikan dengan Musyawarah
	Melalui BASYARNAS
	Persentase Musyawarah

	2020
	15
	12
	3
	80

	2021
	18
	15
	3
	83

	2022
	21
	18
	3
	85

	2023
	22
	18
	4
	82

	2024
	24
	20
	4
	83


	Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ishlah dalam penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah Pamekasan mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif (restorativejustice) dalam hukum Islam. Musyawarah bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga mekanisme sosial untuk memulihkan hubungan dan menjaga citra lembaga agar tetap dipercaya masyarakat.
Dampak dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa terhadap Kepuasan Nasabah dan Citra Pegadaian Syariah
	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah serta citra positif lembaga di mata masyarakat Pamekasan. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan kepada 50 nasabah yang pernah mengalami keterlambatan cicilan, diketahui bahwa 39 orang (78%) menyatakan puas dengan proses penyelesaian yang diterima, 8 orang (16%) menyatakan cukup puas, dan hanya 3 orang (6%) yang kurang puas karena lamanya proses administrasi restrukturisasi. Indeks kepuasan rata-rata mencapai 4,3 dari skala 5, menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap Pegadaian Syariah.
	Berikut hasil rekapitulasi survei kepuasan nasabah:
Tabel3.Hasil Rekapitulasi Survei Kepuasan Nasabah
	Kategori Kepuasan
	Jumlah Responden
	Persentase

	Sangat Puas
	22
	44

	Puas
	17
	34

	Cukup Puas
	8
	16

	Kurang Puas
	3
	6



	Secara teoretis, hasil penelitian ini memperlihatkan implementasi nyata nilai-nilai ta’awun (tolong-menolong) dan rahmah (kasih sayang) dalam transaksi keuangan Islam. Sikap lembaga yang memberikan keringanan terbukti meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat legitimasi moral Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis nilai Islam.
	Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan religius ini tidak hanya menciptakan efektivitas penyelesaian masalah, tetapi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Nasabah yang mendapatkan perlakuan adil cenderung melanjutkan transaksinya, dan hal ini terbukti dari peningkatan rasio retensi nasabah sebesar 12,4% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa berbasis syariah di Pegadaian Syariah Pamekasan terbukti menjadi model yang efektif dan etis untuk menjaga stabilitas lembaga sekaligus menegakkan keadilan sosial-ekonomi sesuai prinsip Islam.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	Penyelesaian sengketa cicilan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek keuangan, hukum, dan etika dalam bingkai ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya sengketa berasal dari ketidakmampuan sebagian nasabah dalam melanjutkan pembayaran angsuran emas akibat kondisi ekonomi yang menurun, terutama pascapandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat di wilayah Pamekasan. Data internal Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 12,8% dari total 512 nasabah cicil emas yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari tiga bulan, dan sebagian di antaranya berpotensi menjadi kasus sengketa. Fakta ini menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas pembiayaan syariah yang berlandaskan keadilan serta tanggung jawab bersama antara lembaga dan nasabah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan adl (keadilan) dalam setiap kebijakan penyelesaiannya agar tidak merugikan salah satu pihak.
	Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa bentuk sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran cicilan, gagal bayar, dan ketidaksepahaman mengenai konsekuensi akad murabahah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis nasabah tentang akad syariah dan implementasinya dalam praktik pembiayaan. Hal ini sejalan dengan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam memahami akad jual beli berjangka dan tanggung jawab moral yang menyertainya(Ningtyas et al., 2024). Berdasarkan konteks Pamekasan, rendahnya literasi keuangan tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi yang menyebabkan fluktuasi pendapatan masyarakat. Maka dari itu, penyelesaian sengketa tidak dapat semata-mata dilihat sebagai masalah hukum keuangan, melainkan juga sebagai persoalan sosial dan edukatif yang memerlukan pendekatan multidimensi(Setiawan, 2016).
	Lebih jauh, pendekatan ishlah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah Pamekasan mencerminkan bentuk keadilan restoratif dalam hukum Islam, yaitu pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan kerugian moral maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang dan staf pembiayaan, proses musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil ekonomi nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan objektif karena penurunan pendapatan atau keadaan darurat diberi kesempatan melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang cicilan (rescheduling) atau penurunan margin keuntungan. Kebijakan ini merupakan penerapan nilai ta’awun (tolong-menolong) yang menjadi karakter dasar lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini sesuai dengan lembaga keuangan syariah yang menerapkan asas kemaslahatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah cenderung memiliki tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi dibanding lembaga yang menempuh jalur litigasi(Irawan et al., 2023). Dengan demikian, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah di Pegadaian Syariah Pamekasan tidak hanya bernilai praktis, tetapi juga memperlihatkan relevansi dengan teori maqāṣid al-syarī‘ah, yakni menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga keharmonisan sosial (ḥifẓ al-‘ird).
	Berdasarkan hasil analisis triangulasi data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), ditemukan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena menyentuh permasalahan yang bersifat struktural dan empiris di masyarakat. Secara struktural, Pegadaian Syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan profitabilitas lembaga dan penerapan nilai-nilai syariah yang humanis. Sementara secara empiris, masyarakat Pamekasan masih banyak yang berpartisipasi dalam pembiayaan syariah tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap akad dan risiko. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa yang berulang apabila tidak diimbangi dengan sistem edukasi dan pendampingan finansial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan internal Pegadaian Syariah, yakni perlunya pembentukan unit layanan penyelesaian sengketa berbasis edukasi syariah yang dapat memberikan konsultasi keuangan kepada nasabah bermasalah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan ke depan penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi masalah, tetapi juga preventif dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab moral nasabah terhadap akad syariah yang telah disepakati.
	Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan sudah berjalan sesuai prinsip syariah, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek sosialisasi dan komunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pegadaian Syariah tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen sosial yang membantu masyarakat keluar dari permasalahan ekonomi dengan cara yang beretika dan sesuai syariat. Hal ini sejalan dengan efektivitas penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan pendekatan komunikasi yang empatik(Kholid, 2018). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dalam menyusun strategi pembinaan dan penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih manusiawi, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan model penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip keadilan sosial Islam.

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Penyelesaian Sengketa Cicilan Emas atas Ketidakmampuan Pembayaran Angsuran Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan”, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh lembaga ini secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam, yaitu keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), musyawarah (syura), dan tanggung jawab (amanah). Penelitian menemukan bahwa faktor penyebab utama timbulnya sengketa berasal dari ketidakmampuan sebagian nasabah dalam melanjutkan cicilan emas akibat tekanan ekonomi rumah tangga, perubahan pendapatan yang tidak stabil, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan akad murabahah yang menjadi dasar transaksi. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan tidak serta-merta melakukan tindakan hukum atau penyitaan aset, tetapi terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan opsi restrukturisasi pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pelunasan, serta renegosiasi besaran angsuran. Temuan tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan empati sosial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kondisi nasabah. Data lapangan menunjukkan bahwa dari 65 kasus keterlambatan pembayaran yang tercatat sepanjang tahun 2024, sebanyak 48 kasus (74%) berhasil diselesaikan melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses hukum, yang menjadi bukti konkret bahwa pendekatan syariah dalam penyelesaian sengketa terbukti lebih efektif, harmonis, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Lebih lanjut, penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah, baik dari sisi kebijakan internal maupun dalam konteks pemberdayaan nasabah. Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan transparansi informasi terkait prosedur pembiayaan dan penyelesaian sengketa agar nasabah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak serta kewajibannya. Banyak nasabah yang belum mengetahui mekanisme restrukturisasi atau opsi keringanan yang tersedia, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah diharapkan dapat memperkuat sistem literasi keuangan syariah melalui sosialisasi rutin, penyuluhan hukum ekonomi Islam, serta pendampingan bagi nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan sosial (‘adl ijtimā‘ī). Sedangkan dari sisi praktis, temuan ini dapat dijadikan model alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan syariah lainnya untuk mencegah konflik antara nasabah dan lembaga, sekaligus memperkuat citra positif Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur ilmiah mengenai hukum ekonomi Islam dan manajemen risiko syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, serta berlandaskan nilai spiritual dan sosial yang kokoh.
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